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PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

J1. Bendungan Melayu Utara No. 22 Ko &t Sistem Pendidkan Naslonal “No. 20 Tahun 2003
' UU tentang Pemerintahan Daerah : No. 32 Tahun 2004
‘3 Keputusan Presiden RI :No. 68 Tahun 1998
3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : No. 261/U/ 1999
~, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :No. 14 Tahun 2007 o
Keputusan Menteri Pendidikan Nasicnal : No. 49 Tahun 2007
. SK Gubemur DKI Jakarta : No. 21 Tahun 2002
b Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Utara
"‘ No : 207/PKBM//JU/I11/2008.
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Nama : CKBM AISYAH
X Afamat : Jalan. Kalibaru III Nomor: 22-24, Rt. 005 /Ryw. 08
: Kelurahan : Kalibaru Kecamatan: Cilincing
¥ : Kptamadya Jakarta Utara
y @emilif_ / Pemyelenggara : Husaeni (Yayasan Aisyah)
Wh| Cemimpin/
0 @Penanggung Jawab Pendidikgn : Hj. Hadijah
‘ Takap : IZIN OPERASIONAL PKBM

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan, izin operasionél tersebut bexlaku terhitung mulai tanggal
17 Maret 2008 sampai dengan 17 Maret 2013
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LHNAS FPENDIDIKAN
FROVINSLDAERAH KHUSHS IBUKOTA JAKARTA

Jakarz, 26 Juli 2015

HKepada
Yth. 1, Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan

2. Mara Fimpinan Lembaga
Fendidikan Megeri dan Swasta
el
Jakarta
SURAT EDARAN

NMOMOR TV [BE/2018
TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Metujuk pada Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomar 38 Tahun

20714, Pzraturan Gubemur Namor 108 Tahun 2012 dan Peraturan Guberiur Momor 7
Tahun 2016, dergan ini sava minta perhatian Saudara hal-hal sebagai batiku?

T

lzin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikelugrkan oleh Dinas Pendidikan dan
atal Badan Pelayanan Terpadu 32ty Piniu (BPTEP), segera ditindaklanjuti dengan
pengurusan !zin Operasional ke BFTEP selambat-lambatnya 2 {ahun sejak diterbitkan.

. lzin QOperasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Uinas Fendidikan

dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pirtu tetap bherlaku sepanjang lembaga
pendidikan dimassud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat,
dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak pedu mengurus
pErpanjangan izin operasional.

Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabul sewaktuwakiu
manakala lembaga penddikan tidak memsnuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkar kordisi sekolah dengan
menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali
Peraluran Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang
Persakelahan dan Bidang PAULNI paling lambat tanggal 13 Agustus 20186.

Khusus pemnehenan lzin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD) atau
Satuan Naud Sejenis vang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/inon
komersil seria bukan diselanggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus
melampirkan .
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a. Permmyataan persetujuan {di atas meterai) dari pemilik tanah dan hangunan; dan
b. Persetujuan tetangga disskitarnya sebagal pengganti UUG,

Plﬁmgnfaataﬂ fasilitas sekolah neger oleh yavasan sekolah swasta hanya dapat
diberikan dengan adanya perjanjlan kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah

Frovinsi DKI Jakarla, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Asst Dasrah
Pravins) DK/ Jakarta.

Khusuis satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin oporasional dan terakreditasi
dapal mengembangkan/menambah kompetensi keahlien beru sesuai hasil analisis

wntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industr, setelah mendapatkan izin dari Dinas
Pendidikan Provins) DK Jakarta,

Edaran ini untuk menjad pethatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

seria penuh tanggung jawak,

Wepala/Binas Pendidikan
Prwiﬁ‘spﬂa._@rggh Khiistis lbukota Jakana,

3 Sapan: Adriznto
NIP18624107199803 1001

Tembusar !

o B T N B o e S % T " P
di_= i 1 P W Ty " B =¥

— =% == W0
=t

| 7
1£.
¢
18,

Gubemur Provinsi DK Jakarta

Viakll Gubernur Provinsi DK Jakariz

Sekretaris Daerah Provinst DK Jakarta

Asizlen Kesra Sekda Provinsi DK| Jakarta

Inspekiur Provins) DK Jakarta

Kepala BPTSF Provinst DK Jakaria

Kepala Bire Dikmental Sstda Provinsi DK! Jakarta
Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Ketua BAP-S/M Provins! DKI Jakaila

. Sekretaris Dinas Pendidikan Proving DK Jakarta
. Para Kepala Bidanyg pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarts

Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah | dan Wilayah 1l Keta Administras di Provinsi
Dl Jakarta

Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administras Kep, Seribu

Hara Kepala Seksi Dinas FPendidikar Kecamatan di Provins! DK Jakarta

Fara Pangawas S0, SMP, SMA, SMK dan PLE Provinzi DK | Jakarta

Fara Panilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran @ Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah Khusus lbukola Jakarta
Momor T1/55f1815
Tanggal 26 Juli 2816
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